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LEMBARA.f'J D1\EPJ\i-i 
KABUPATEN DAERAH T!NGKAT II REMBANG 

NOMOR 3 TAHUN 1998 SERI D NOMOR 5 
. ·- - --

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG 

Menrmbang 

NOMOR 7 TAHUN 1997 

TENT Ai-J G 

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA 

PERPUSTAKAAN UMUM KABUPATEN 

OAERAH TINGKAT II REMBANG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG 

a. bahwa dalam rangka pembinaan dan meningkatkan 
kecerdasan kehidupan bangsa periu didorong minat baca 
masyarakat : 

b bahwa untuk keperluan tersebut antara lain diperlukan sarana 
Perpustakaan Umum yang mewadahi beserta tata cara 
pengaturannya yang menyeluruh, sehingga dapat dirasakan 
manfaatnya secara maksimai ; 

c. bahwa dengan diterbitkan Surat KeputusanMenteri Dalam 
Negeri Nomor 061-256 Tahun 1995, maka Perpustakaan 
Urn um Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang per1u dibentuk 
dengan Peraturan Daerah. 

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah ; 
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2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 197 4 tentang Pokok-pokok 
Pemerintahan di"Daerah (Lembaran Negara Republik Indone­
sia Tahun 197 4 Norn or 38, Tarn bah an Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3037); 

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 
KepegawaIan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 

J 

Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia .... 
Nomor3041): 

4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan 
Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3438): 

5. Keputusar. Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1989 
tentang Perpustakaan Nasional ; 

6. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor 18/MENPAN/1988 tentang Angka Kredit jabatan 
Fungsionai Pustakawan ; 

7. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala 
?erpustakaan Nasionai tanggai 8 Pebruari 1993 Nomor 4Tahun 
1993 Norn or 002 Tahun 1993 tentang Pedoman Pembentukan, 
Penyelenggaraan. Pengernbangan dan Pembinaan 
Perpustakaan di ja1aran Departemnen Dalam Negeri : 

8. Keputusan Menteri Oalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang 
Pola Organisasi Pemerintahan Daerah dan Wilayah ; 

9. Keputusan Menteri Oaiam Negeri Nomor 56 Tahun i 994 temang 
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Umum 
Kabupaten/Kotamadya Oaerah Tingkat II : 

10. Keputusan ivier.teri Da!am Negeti :,Jornor 061 255 Tahun 1995 • 
tentang Pembentukan 75 (Tujuh Puluh Lirni:!) Perpustc1kaan 
Umum Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II ; 

11 . Peraturan Dae rah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 
2 Tahun 1993 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang yang 
telah dirubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Daerah Tingkat II Rembang Nornor 7 Tahun 1995. 
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Dengan Persetujuan DP.wan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 
II Rembang. 

Menetapkan 

M EMUTUSKAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II 
REMBANG TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN 
TATA KERJA PERPUSTAKAAN UMUM KABUPATEN DAERAH 
TING KAT II REM BANG . 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Da!am Peraturan Dae rah ini yang dimaksud dengan : 

a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat I! Rernbang: 

b. Daerah adalah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I! Rem bang ; 

c . Bupati Kepala Daernh adalah Bupati Kepa!a Daerah Tingkat II Rembang; 

d. Sekretaris Wilayah/Oaerah adalah Sekretaris Wi!ayah/Daerah Kabupaten Daerah 
Tingkat II Rembang ; 

e Perpustakaan Umum ada!ah Perpustakaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II 
Rembang. 

BAB II 

PEMBENTUKAN 

Pasal 2 

Dengan Peraturan Daerah mi dibentul< Perpustakaan Umum Kabupaten Daerah 
Tingkat II Rembang. 

BAB Ill 

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Pasal 3 

(1) Perpustakaan Umum adaiah Unit Peiaksana Daerah yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab langsung kepada Bupati Kepala Daerah di bidang 
Perpustakaan. 

(2) Perpustakaan Umum dipimpin oleh seorang kepala yang sehari-hari secara 
administratif berada dibawah koordinasi Sekretaris W ilayah/Daerah dan secara 
teknis Funqsioanal dibina oleh Perpustakaan Nasional. 
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Pasal 4 

Perpustakaan Umum mempunyai tugas pokok melayani masyarakat umum dibidang 
Perpustakaan dan informasi dilingkungan Pemerintah Daerah 

Pasal 5 

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini , 
Perpustakan Umum mempunyai fungsi : 
a. pengadaan, pengumpu!an. pengolahan, ponyimpanan. perawatan dan penyajian 

bah an pustaka ka rya cetah. tiei ta Kary a rckam ; 
b. penyelenggaraan kerjasama Perpustakaan dengan instansi lain : 
c. penyelenggaraan kerjasama dengan Perpustakaan Daerah dan kerjasarna antar 

Perpustakaan di dalam maupun diluar Pemerintah Daerah : 
d. pelaksanaan urusan tata-usaha dan rumah tangga. 

BAB IV 

ORGANISASI 

Baglan Pertama 

Susunan Organisasi 

Pasal 6 

(1) Susunan Organisasi Perpustakaan Umum tordiri dari · 
a. Kepala Perpustakaan Umum ; 
b. Sub Bagian Tata Usaha ; 
c. Seksi Akuisisi dan Pengolahan ; 
ci Keiompok Pustakawan. 

(2) Sub Bag ian dan seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini , masing-masing 
dipimpin oleh seorang kepa!a yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada kepala Perpustakaan Umum. 

(3) B;igan Organisasi Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 
ini , adalah sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tak 
terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini. 

Bagian Kedua 

Kepala Perpustakaan Umum 

Pasal 7 

Kepala Perpustakan Umum mempunyai tugas · 

a memimrin Perpustakaan Umum sesuai dengan tugas dan fungsi Perpustakaan 
Um urn agar bP-rdayagun;:i dan berhasilguna. 

.... 

.. 

--



• 

- s -

b. melakukan kerjasama antar Perpustakaan baik didalam maupun diluar lingkungan 
Pemerintah Daerah. 

Bagian Ketiga 

Sub Bagian Tata Uaha 

Pasal 8 

Sub Bagian Tata Usaha mempunya1 tugas melaksanakan urusan Tata Usaha dan 
rumah tangga 

Bagian Keempat 

Seksi Akuisisi rian Pengolahan 

Pasal 9 

Seksi Akuisisi dan Pengolahan mempunyai tugas melakukan pengadaan dan 
pengolahan hahan pustaka 

Bagian kelima 

Kelompok Pustakawan 

Pasal 10 

Kelompok Pustakawan mempunyai tug::is melakukan layanan bcihan p11stal<:a n~ 
informasi serta melakukan pemasyarakatan Perpustakaan dan pengembanqG 1, 
profesi. 

Pasal 11 

(1) Oisamping kelompol< Pus1a1<awan d~pat d1tempatkan keiompok JaDatdri 
fungsioanal lain yang diatur berdasarkan Peaturan Perundang-undangn yang 
berlaku. 

(2) Kelompok Pustakawan dan kelompok jabatan fungsional lain sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang pemangku jabatan 
fungsional senior yang ditunjuk antara tenaga Pustakawan. 

(3) Jumlah pemangku kelompok Pustakawan dan jabatan fugsioal lain sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) Pasal ini. diatur berdasarkan kebutuhan dan beban 
kerja. 

(4) Jen is dan jenjang jabatan kelompok Pustakawan dan jabatan fungsioanal lain 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur berdasarkan Peraturan 
Perundang-undanan yang berlaku. 
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BAB V 

TATA KERJA 

Pasal 12 

Dalam melaksanakan tugasnya kepala Perpustakaan Umum, Kepala Seksi. Kepala 
Sub Bagian dan kelompok Pustakawan wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, 
integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal dalam lingkungan 
Perpustakaan Umum dan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya masing­
masing. 

Pasal 13 

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing 
dan apabila terjadi penyimpangan agar.mengambil langkah-langkah yang diper1ukan 
sesuai dcngan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku 

Pasal 14 

(1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Perpustakaan Umum 
bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya rnasing­
mas,ng dan memberikan bimbingan serta petunJuk bagi pelaksanaan tugas 
bawahannya. 

(2J Setiap pimpirran satuan orgamsas1 waJtb mengikuti dan mematuhi petunjuk­
petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Perpustakaan Umum serta 
menyiapkan dan menyampaikan lapora·n berkala tepat pada waktunya. 

(3) Setiap laporan yang dtterima dari satuan organisasi bawahannya wajib dtolah 
dan diperqunakan sebagai bahan penyusunan laporan Kepala Perputakaan 
Umum. 

Pasal 15 

Kepala Sub Bagian Tata Usaha, i<P.pala Seks1 nan Kelompok Pustakawan 
r,,enyampaikan laporan kepada Kepala Perpustakaan Umum. 

Pasai i6 

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh 
satuan kerja bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan 
masing-masing mengadakan rapat berkala . 

BAB VI 

KEPEGAWAIAN 

Pasal 17 

Pejabat-pejabat pada Perpustakaan Umum diangkat dan diberhentikan oleh pejabat 
yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

"' 
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Pasal 18 

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

BAB VII 

KETENTUANPENUTUP 

Pasal 19 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai 
pelaksanaannya akan diatur oleh Bupati Kepala Daerah. 

Pasal 20 

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan . 

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini penempatannya dalam Lembaran Oaerah Kabupaten Oaerah 
Tingkat II Rembang. 

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Daerah Tingkat II Rembang. 

DEWAN PERWAKil.AN RAKYAT 
OAERAH KABUPATEN DAERAH 

TINGKAT !I REMBANG 
KET'JA 

SOEGENG SARWONO 

Ditetapkan di Rembang 
pada tanggal 21 Nopember 1997 

BUPATI KEPALA DAERAH 
TINGKAT II REMBANG 

Ors. H. WACHiDi RijQNO 
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Disahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah 
Dengan Keputusan No : 188.3/165/1998 tgl 15 Juli 1998 

An . SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TING KAT I JAWA TENGAH 
Kepala Biro Hukum 

TARTOPO SUNARTO, SH. 

NIP. 500 048 825 

Diundangkan dalam Lembaran Daerat, 
Kabupaten Daerah ·i ingkat II Rembang 

Nomor 8 Tahun 1998 Seri D Nomor 5 
pada tangga l 22 Juli 1998 

Sekretaris Wi layah/Daerah 

Ir. SLAM ET PRAWi RO 
Pembina Utama Muda 

NIP. 500 042 180 

.. 
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P E N J E L A S A N 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II 

REMBANG 
NOMOR 7 TAHUN 1997 

TENTANG 
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA 

PERPUSTAKAAN UMUM KABUPATEN 
DAERAH TINGKAT II REMBANG 

I. PENJELASAN UMUM 
Dalam upaya pembinaan, peningkatan sumber daya manusia dan ikut 

mencerdaskan keh idupan bangsa serta untuk menumbuhkan minat baca 
masyarakat. diperlukan sarana perpustakaan umum yang memadai beserta 
tata cara pengaturannya yang menyeluruh, sehingga dapat dirasakan manfaatnya 
secara maksimal. 

Mengingat kebutuhan akan adanya sarana perpustakaan sangat penting. 
Pemerintah Kabupaten 0aerah Tingkat Ii Rembang memandang perlu adanya 
suatu Peraturan Daerah yang mengaturtentang keberadaan perpustakaan umum. 

Dengan menqacu kepada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 
11 Tahun 1989 tentang Perpustakaan Nasional jo Keputusan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 56 Tahun 1994 tentang Pedornan Organisasi dan Tata Kerja 
Perpustakaan Umuin Kabupaten/Kotamadia Derah Tinggkat ;I jo Keputusan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 061-256/ 1995 tentang Pembentukan 75 
Perpustakaan Umum Kabupaten/Kotamdia Derah Tingkat 11 , maka telah 
diterbitkan Peraturan Daerat-1 Ka bu paten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 7 
iahun i 997 y,:111~ rmmyalu, ierrlang P1::rnuei-1luka11 Organisasi dan Tata f<:erja 
Perpustakaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang. 

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 
Pasal 1 std 3 Cukup jel.:is 

Pasal 4 a. Perpustakaan umurn merupakan salah satu urnt peiaksana 
Daerah yang mempunyai tugas pokok melayani 
masyarakat umum dibidang perpustakaan dan intormasi 
dilingkungan Pemerintah Daerah. 

b. Selain tugas pokok tersebut perpustakaan umum juga 
mempunyai tugas membina dan mendidik masyarakat 
untuk gemar membaca serta menumbuhkan minat baca 
masyarakat. 

Pasal 5 s/d 20 cukup jelas. 



LAMPIRAN Peraturan Daerah Kabupaten Daerah 
Tingka1 II Rembang Nomor 7 Tahun 
1997 tentang Pembentukan. Organisasi 
dan Tata Kerja Perpustakaan Umum 
Kabupaten Daerah Tingkat II f~embang 

BAGAN ORGANISASI PERPUSTAKAAN UMUM 
KABUPAT~N DAERAH TINGKAT II REM_l~ANG, 

KEPALA ] 
PERPUSTAKAAN UMUM 

I 
SEKSI AKUISISI 

DAN PENGOLAHAN 

-~---- ·-

KELOMPOK 
PUSTAKAW AN 

-~---

DEWAN PERWAKII.AN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II 

REMBANG 
Ketua 

SOEGENG SARWONO 

SUB SAGIAN J 
TATA USAHA 

BLJPATI KEPAI..A DAERAH TINGKAT II 
R EMBANG 

Drs. H. WACHIDI RIJONO 


